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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan Masalah.

Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan pembangunan nasional yang pada
hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
seluruh  masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan
pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu
masyarakat Indonesia yang maju.

Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Perumahan yang layak, sehat, aman
dan serasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor
penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, mutu kehidupan serta
kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Perumahan merupakan kebutuhan dasar
manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak
serta kepribadian bangsa sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi
kelangsungan dan peningkatan kehidupan masyarakat.

Masalah perumahan dalam waktu terakhir agaknya cukup menonjol,
khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Masalah ini dirasakan oleh negara

berkembang maupun negara maju, dan pemerintah dalam bidang perumahan

1
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(2%

melakukan usaha yang luas walaupun masih sangat terbatas dan belum dapat
mengimbangi keperluan akan perumahan.

Permasalahan perumahan menjadi persoalan nasional, karena menyangkut
hajat hidup orang banyak. Juga menyangkut berbagai aspek yaitu aspek sosial,
karena pembangunan perumahan bertujuan untuk pemerataan lapisan masyarakat
vaitu adanya pembangunan perumahan tipe Rumah Sederhana (RS) dan Rumah
Sangat Sederhana (RSS). Aspek ekonomi dalam perumahan maksudnya.
perumahan dalam pemenuhannya menggunakan prinsip ekonomi yaitu
berdasarkan permintaan dan penawaran. Selain itu perumahan juga menyangkut
aspek politik, hal ini karena dalam upaya pelaksanaan perumahan diperlukan
campur tangan pemerintah.

Peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dengan
berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu
kesatuan fungsional dalam kehidupan ekonomi dan sosial budaya untuk
mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup
dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebutuhan akan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah
satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, sebagaimana tertuang dalam Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan perlunya pemerataan
kebutuhan rakyat di bidang perumahan. Selain itu dalam Pasal 4 UU Nomor 4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan bahwa tujuan dari

penataan perumahan adalah untuk :
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a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam
rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
b. Mewujudkan perumahan yang layak dalam lingkungan yang aman, schat,
serasi dan teratur.
c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang
rasional.
d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang lain.

Situasi krisis moneter ini semakin menjadikan pemerintah belum mampu
mencukupi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang mengalami peningkatan
jumlah tiap tahun. Hal ini menjadikan pemerintah untuk mencari cara lain yakni
dengan melakukan subsidi silang. Maksudnya, pemerintah melalui pengembang
negeri seperti Perum Perumnas membangun perumahan mewah dan laba dari
penjualan perumahan mewah tersebut digunakan untuk membangun rumah yang
sederhana yang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan tidak hanya dilakukan oleh
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perum Perumnas, akan tetapi juga
dilakukan oleh perusahaan swasta baik nasional atau gabungan, yayasan dan
koperasi, tentunya Hak Atas Tanah yang diperolehnya berbeda.

Dalam pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang, maka
pemerintah membentuk suatu Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Perumahan
dan Pemukiman Nasional yang dikoordinasi oleh Menteri Perumahan dan
Permukiman (Menpera). Badan tersebut mempunyai fungsi mengawasi
pengembang atau pengembang dalam pengadaan perumahan yaitu, mendahulukan

pembangunan Rumah Sederhana sebelum membangun Rumah Menengah dan
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Rumah Mewah.! Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menjalankan
salah satu tugas nasional dalam sektor perumahan.

Saat ini bisnis Real Estate merupakan bisnis yang marak karena memiliki
prospek bagus. Perusahaan swasta dan badan hukum lainnya berlomba untuk
melakukan pembangunan perumahan dengan fasilitas yang lengkap hal ini
semata-mata untuk menarik konsumen. Masing-masing pelaku bisnis saling
bersaing untuk menjangkau pangsa pasar, baik dengan cara pembayaran yang
ditawarkan bisa melalui cara tunai dengan memberikan diskon atau potongan
harga untuk tipe rumah tertentu juga melalui Kredit Pemilikan Rumah dengan
suku bunga bank yang ditawarkan sangat rendah.

Sebagian besar pengembang dalam melakukan pemasaran perumahan
menggunakan sistem Pre Project Selling, yaitu suatu bentuk penarawan yang
bersifat spekulatif. Artinya pengembang yang telah melakukan promosi atau
penawaran perumahan melalui beberapa media seperti iklan, brosur dan
sebagainya namun perumahan tersebut belum dibangun. Dalam sistem Pre
Project Selling pengembang hanya akan membangun perumahan apabila ada
pesanan dari konsumen.

Pre Project Selling bisa saja berarti pengembang belum membangun
perumahan tetapi ia telah mempunyai lahan atau tanah. Akan tetapi bisa juga
terjadi pengembang belum mempunyai tanah atau lahan serta izin-izinnya dan ia
sudah menawarkan pada konsumen melalui brosur dengan gambar suatu bentuk

atau model rumah dalam perumahan tersebut yang sesungguhnya adalah fiktif.

! Indiarti Ismira, Realisasi Pembanguian Perumahean Sederhara, 1996, h.5
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Permasalahan akan Pre Project Selling memberi dampak negatif pada
konsumen yang secara langsung dirugikan.

Untuk itu perlindungan konsumen perumahan terhadap sistem penawaran
Pre Project Selling oleh pengembang nakal perlu adanya. Melalui penyuluhan
terhadap masyarakat akan masalah tersebut, agar berhati-hati dalam menentukan
pilihannya. Untuk pengembang nakal maka Menpera telah mengeluarkan
Keputusan No. 9/KPTS/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli, bahwa
pengembang yang telah mempunyai izin pembangunan rumah yang bolch
menawarkan atau menjual perumahan,

Janji-janji manis yang ditawarkan pengembang untuk mendapatkan
konsumen sangat beragam, akan tetapi sesungguhnya tidak banyak pengembang
yang melalaikan konsumen yang telah setuju akan pembelian perumahan tersebut.
Hal imi bisa terjadi karena pengembang enggan melakukan pembangunan
perumahan karena sedikitnya peminat atau konsumen sehingga pengembang
membatalkan pembangunan perumahan dengan alasan yang disampaikan pada
konsumen adalah pengembang tidak dapat memperoleh izin atas lahan perumahan
tersebut

Pemutusan hubungan secara sepihak yang sering kali dilakukan oleh
pengembang dengan alasan sebagaimana tersebut, semakin memberi kesimpulan
bahwa kedudukan konsumen perumahan adalah lemah secara hukum. Hal ini
terjadi karena konsumen termakan janji-janji manis pelaku bisnis Real Estate
vaitu pengembang serta kurangnya pengetahuan tentang informasi dalam brosur
vang diperoleh, atau juga brosur tersebut hanya memberi informasi yang sangat

kurang bahkan terkadang mengandung informasi yang menyesatkan.
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Peran Real Estate Indonesia (REI) semacam organisasi profesi di
bidang perumahan diharapkan mampu membantu anggota yang masih kecil.
Dengan menekankan pentingnya pengaturan sendiri kode etik pelaku bisnis
perumahan, REI diharapkan mentaati kode etiknya sehingga dapat bersaing secara
sehat dengan pengembang kecil.

Perlindungan konsumen dengan cara tersebut sekiranya berhasil tetapi
dalam kenyataan tidak banyak pula para pengembang yang tetap melakukan
sistem Pre Project Selling. Kurangnya sanksi yang tegas membuat aturan hukum
dapat disimpangi oleh pengembang., selain itu adanya faktor ketidaktahuan
konsumen. Dalam penulisan skripsi ini saya akan membahas lebih luas akan
sistem Pre Project Selling dan alternatif perlindungan konsumennya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
akan muncul permasalahan antara lain :

1. Apa kewajiban kontraktual para pihak dalam penjualan rumah dengan sistem
Pre Project Selling ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen perumahan dalam Jual Beli

dengan sistem Pre Project Selling ?

2. Penjelasan Judul
Judul Penulisan Hukum ini adalah “ Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Perumahan Dalam Sistem Pre Project Selling *, sedangkan

maksudnya dapat diuraikan sebagai berikut :
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Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen menurut Undang-Undang
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen masih menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Sistem Pre
Project Selling adalah suatu sistem pemasaran perumahan oleh pengembang
dalam hal pengembang selaku penjual tidak melakukan pembangunan perumahan
tersebut terdahulu atau bahkan ia belum mengurus izin lokasi, akan tetapi ia sudah
melakukan pemasaran atau penawaran pada konsumen melalui brosur atau media
iklan lainnya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan Judul dari Penulisan Hukum ini, karena untuk menciptakan
suatu Jual Beli yang ideal dimana hubungan para pihaknya seimbang dan sejajar
adalah harapan saja. Sistem perjanjian atau kontrak yang ideal adalah memuat
asas kebebasan berkontrak, sehingga hak masing-masing pihak terpenuhi. Dan
pula klausula di dalamnya mencerminkan kedudukan para pihak yang seimbang
dan sejajar dengan Hak dan Kewajiban yang setara.

Sengketa yang terjadi dalam suatu hubungan hukm, disebabkan oleh
ketidakseimbangan antara para pihak terutama berkait adanya sistem pemasaran

“

perumahan “ Pre Project selling “ yang cenderung melemahkan kedudukan
konsumen. Adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB sebagai implikasi

atau dampak dari pemasaran sistem * Pre Project Selling * semakin menindas
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asas kebebasan berkontrak. Karena terdapat klausula aksonerasi atau suatu
klausula yang memperkecil atau mempersempit tanggung jawab penjual.

Kontrak dalam PPJB disebut pula sebagai Kontrak Standar. Kontrak
Standar di satu sisi memberikan efisiensi dan perlindungan hukum bagi pelaku
usaha akan tetapi penyalahgunaan pembuatan Kontrak Standar dengan
memasukkan klausula Aksonerasi membuat kedudukan konsumen semakin lemah.
Keberadaan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No.9/1995 tentang Pedoman
Pengikatan Jual Beli dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk suatu Kontrak
Pengikatan Jual Beli yang ideal dengan memperhatikan kepentingan masing-
masing pihak.
4.Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, saya bertujuan untuk mengetahui :

1. Kewajiban kontraktual para pihak dalam penjualan rumah dengan sistem Pre
Project Selling.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen perumahan dalam rangka
perlindungan hukum.

5. Manfaat Penulisan

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
informasi ilmiah tentang perlindungan hukum konsumen perumahan terhadap
sistem Pre Project Selling yang sering digunakan oleh pengembang.

6. Metode Penulisan
Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini bersumber pada kenyataan

yang ada. Untuk tujuan itu perlu dilakukan :

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ... HENY SULISTYORINI




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang dipergunakan adalah
pendekatan yuridis normatif, yaitu segala permasalahan ditelaah berdasarkan
peraturan hukum yang berlaku kemudian dengan teori hukum yang ada atau
pemikiran baru yang selanjutnya digunakan untuk membandingkan dengan fakta
vang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini mengkaji peraturan perundang-
perundangan yang berhubungan dengan pemasaran dan perjanjian pengikatan
perumahan oleh pengembang guna membahas permasalahan secara deskriptif.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer dan sumber
hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu sumber bahan hukum yang
merupakan prioritas utama penelitian ini meliputi  buku-buku,literatur,
perundang-undangan vyang berhubungan dengan pokok permasalahan yang
dibahas, yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendamping
dan referensi berupa teori-teori yang dikemukakan oleh pakar hukum. Disamping
itu bahan hukum lain dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari studi lapangan
yaitu dengan melakukan survey ke beberapa perusahaan perumahan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan studi kepustakaan dan studi
penelitian yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi yaitu
dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah,

dan literatur lain kemudian di seleksi berdasarkan klasifikasi prioritas schubungan
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dengan masalah yang ada selanjutnya diolah dan dirumuskan secara
sistematis dengan pokok bahasan yang ada.

Prosedur penulisan bahan hukum dilakukan dengan mengadakan
pengamatan langsung pada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan
permasalahan yaitu melalui yurisprudensi, dan juga wawancara dengan beberapa
pihak yang terkait secara langsung.
d.Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif
yaitu menggabungkan antara bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dan
teori yang berasal dari literatur. Juga dengan menggunakan langkah sistematis atas
bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah, disusun dan dijelaskan sehingga
akhirnya merupakan pembahasan yang terwujud dalam tiap bab.

Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif
komparatif yaitu suatu metode analisis dengan memaparkan fakta-fakta yang ada
dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu penulisan ilmiah dalam bentuk
skripsi ini
7. PertanggungJawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, Bab I adalah Pendahuluan dimana diuraikan secara
garis besar tentang Latar Belakang Permasalahan yang akan dibahas dalam
penulisan ini, masalah yang timbul atau mungkin timbul dan lain-lain sehingga
dapat dijadikan dasar bagi pembahasan dan pemahaman yang lebith mendalam di

dalam bab berikutnya.
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Dalam Bab Il diuraikan mengenani jawaban atas rumusan masalah yang
pertama, dimana akan diuraikan terlebih dulu mengenai sistem pemasaran
perumahan, jual beli perumahan, perjanjian pengikatan jual beli dan hal-hal vang
terkait.

Dalam Bab III diuraikan mengenai analisa penyelesaian permasalahan
kedua, menyangkut upaya hukum preventif dan represif. Serta dalam Bab IV
akan diuraikan permasalahan dalam Bab II dan Bab III. Bab IV juga berisikan
saran-saran agar dapat dijadikan masukan di bidang Perlindungan Hukum

Konsumen Perumahan.
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BAB 11
KEWAJIBAN KONTRAKTUAL PARA PIHAK DALAM

PRE PROJECT SELLING

Kewajiban kontraktual para pihak dalam sistem Pre Project Selling
tercipta dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan atau yang sering
disebut perjanjian pendahuluan dari perjanjian jual beli. Untuk mengetahui lebih
lanjut mengenai kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli
sebagai bentuk kontrak sistem Pre Project Selling, maka haruslah kita mengetahui
dahulu pemasaran perumahan yaitu dengan sistem Pre Project Selling.

1. Sistem Pemasaran Perumahan

Brosur perumahan menawarkan keasrian, kemegahan dan berbagai impian
indah lainnya. Tidak banyak orang tahu bahwa brosur-brosur perumahan yang
dibagikan dalam berbagai pameran atau expo perumahan itu memiliki dimensi
hukum. Atau bagi mereka yang tahu, lebih baik memanfaatkan ketidaktahuan
(ignorance) pihak lainnya, yang penting target penjualan tercapai. Dalam
perspektif konsumen, berbagai iklan atau brosur perumahan merupakan sarana
informasi minimal bagi seorang konsumen untuk menjatuhkan pilihannya.

Namun informasi yang telah tertata bagus dalam brosur perumahan oleh
pengembang tiada maksud lain, kecuali menarik perhatian konsumen. Karena
pengembang menganggap segala informasi yang dimuatnya tersebut baik tidak
benar atau salah adalah resiko konsumen jika mempercayainya. Hal demikian

menurut saya, sangat mengesampingkan sisi perlindungan konsumen, sehingga

semakin membuat kedudukan konsumen perumahan lemah baik lemah dalam

? Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003, hal. 101.
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memperoleh informasi, ataupun lemah dalam pembuatan perjanjian Jual Beli,
karena adanya kontrak standar yang dibuat sepihak oleh pengembang. * Faktor
penyebab terjadi resiko tersebut adalah (1) konsumen tidak mengerti, (2)
kurangnya pemahaman konsumen terhadap syarat perizinan yang diwajibkan bagi
pengembang, (3) keengganan untuk mencermati isi atau syarat dalam Perikatan
Jual Beli **

Promosi atau pemasaran menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah kegiatan pengenalan atau
penyebarluasan informasi suatu barang atau jasa untuk menarik minat beli
konsumen terhadap barang atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Iklan
sebagai bentuk promosi penjualan atas suatu barang atau jasa dibagi menjadi dua,
yaitu iklan yang menguntungkan dan iklan yang merugikan.

Iklan yang merugikan konsumen pada dasarnya memuat pernyataan yang
tidak benar, yang biasanya disampaikan dengan cara :

a. mengemukakan hal-hal yang tidak benar (faise statement), misalnya

dengan membeli perumahan tersebut maka akan meningkatkan

pendapatan, karena ringannya harga.

b. mengemukakan hal-hal yang menyesatkan atau tidak proporsional

(mislead satatement), misalnya lokasi perumahan bebas banjir dan dapat

dicapai 15 menit dari kota.

Y. Sogar Simamora, Thesis Penerapan Prinsip Caveat Vendor sebagai Sarana Perlindungan
hagi Konsumen Perumahan di Indonesia, Unair, 1996.
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c. mengemukakan pendapat subyektif yang berlebihan tanpa didukung

fakta, misalnya perumahan kami adalah yang terbaik.

Seharusnya dalam pemasaran perumahan diperhatikan pula segi
perlindungan konsumen agar konsumen memperoleh kepastian hukum atas
informasi yang diperoleh.

Karena konsumen perumahan mempunyai beberapa hak sebagaimana
diterangkan dalam pasal 4 UUPK sebagai berikut :

Pasal 4 huruf ¢, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;

Pasal 4 huruf d, yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan atau jasa yang digunakan;

Pasal 4 huruf e, yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Pasal 4 huruf g, yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif’

Pasal 4 huruf h, yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaiamana mestinya.

Maka dalam pasal 16 UUPK bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan jasa melalui pesanan harus menepati pesanan sesuai yang diperjanjikan
termasuk janji atas pelayanan. Serta termuat dalam pasal 17 UUPK bahwa dalam
memproduksi iklan untuk menawarkan barang atau jasa pelaku usaha haruslah
memuat informasi yang benar. Pemasaran perumahan yang dilakukan
pengembang dibatasi oleh pasal 9 dan 10 UUPK tentang larangan bagi pelaku
usaha yang menawarkan barang atau jasanya melalui iklan secara tidak benar atau
menyesatkan.

Hal ini semata-mata karena pelaku usaha perumahan dalam pemasaran

mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ... HENY SULISTYORINI




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 15

mengenal kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan yang tercantum pada pasal 7 huruf b
UUPK.

2. Jual Beli Perumahan
a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah
suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji
untuk menyerahkan Hak Milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya
(pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai
imbalan dari perolehan Hak Milik tersebut. *

Adapun sistem Jual Beli dalam BW ada dua yaitu :

1. Merupakan perjanjian Kesepakatan (Obligatoire Overeenkomst).

Perjanjian tersebut lahir sejak adanya kata sepakat dan para pihak secara mandiri
mengatur hubungan hukum dalam perjanjian mereka serta adanya hak dan
kewajiban para pihak.

2. Merupakan perjanjian Kebendaan (Zakelijk Overeenkomst).

Jual Beli mendasari adanya penyerahan Hak Milik atau levering tersebut.

b. Jenis Jual Beli

Terdapat empat jenis perjanjian jual beli yang antara lain sebagai berikut :

* R. Soebekti, Aneka Perjanjian, Cetakan X, Rineka C ipta, 1995, hal |
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1. Jual Beli Biasa

Adalah jual beli yang dilakukan olen penjual dan pembeli atas kesepakatan
terhadap barang dan harga (untuk barang bergerak). dengan sistem
pembayaran secara langsung serta penyerahan secara nyata atau levering fisik.
2. Jual Beli dengan Angsuran

Adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atas kesepakatan
terhadap barang dan harga, dengan sistem pembayaran tidak secara langsung atau
dengan angsuran serta penyerahan secara nyata atau levering fisik dilakukan pada
angsuran pertama.

3. Jual Beli dengan Panjar (/ndent)

Adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atas kesepakatan
terhadap barang dan harga, dengan sistem pembayaran memberikan uang muka
atau uang pengikat sebagai tanda jadi pembelian suatu barang, kekurangan
pembayaran diselesaikan setelah barang tersebut diterima atau terjadi levering
fisik atau yuridis.

4. Sewa Beli (Hire Purchase)

Adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atas kesepakatan
terhadap barang dan harga, dengan sistem pembayaran yaitu setiap pembayaran
yang dilakukan pembeli diartikan oleh penjual sebagai pelunasan terhadap barang
yang dibelinya, serta penyerahan atau levering baik yuridis maupun nyata

dilakukan pada angsuran terakhir atau pelunasan.
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c. Tahap Perjanjian Jual Beli

Adapun tahap yang terjadi dalam perjanjian jual beli perumahan yaitu :

1) Pemasaran perumahan pada masyarakat, melalui brosur yang berisi informasi

tentang perumahan.

2) Kesepakatan pembelian dengan memberikan indent / DP (down payment) /

uang muka pada penjual / PPJB.

3) Pemesanan oleh konsumen dengan surat pesanan yang isinya meliputi : °

a.

b.

Nama dan model bangunan yang dipesan
Lokasi

Tipe rumah

Luas tanah dan bangunan
Nomor daftar rumah
Jangka waktu perjanjian
Ketentuan pembayaran
Pemilihan lokasi
Perpindahan lokasi
Berakhirnya perjanjian
Sanksi

Keadaan memaksa (force majour)

m. Perselisihan

* Wawancara dengan Bapak Anton selaku Kepala Pemasaran Perumnas Driyorejo, Gresik.

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ... HENY SULISTYORINI



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

n. Ketentuan tentang pernyataan dan persetujuan untuk menerima
persyaratan yang ditetapkan serta menandatangani dokumen yang telah
disiapkan pengembang.

4) Levering Fisik dan Yurdis olen penjual setelah prestasi pengembang / penjual
dalam PPJB terpenuhi, yaitu dengan dibuatnya Akta Jual Beli yang dibuat dan
ditandatangani di hadapan PPAT untuk mengalihkan pemilikan tanah dari
pengembang pada konsumen serta penterahan rumah tersebut.

Hak atas tanah yang dimiliki oleh perusahaan pengembang perumahan
adalah Hak Guna Bangunan (HGB), schingga setelah bangunan terpenuhi maka
pengalihan Hak Atas Tanah dari pengembang ke konsumen tetap berupa HGB
akan tetapi dengan biaya pengembang. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan
diwujudkan dalam sertifikat HGB dan untuk pengalihan selanjutnya
menggunakan biaya sendiri dari konsumen. Perikatan antara pengembang dan
konsumen berakhir sejak levering tanah dan bangunan rumah, akan tetapi ikatan
antara keduanya masih ada selama masa jaminan yang diberikan oleh
pengembang.

3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

PPJB perumahan, yaitu kesepakatan antara konsumen dan pengembang
untuk melakukan prestasi Jual Beli di kemudian hari. Perjanjian pengikatan adalah
perwujudan dari pemasaran secara indent (Pre Project Selling). Indent
mempunyai pengertian suatu perjanjian dengan uang pengikat yang merupakan
pengutipan dari pembangunan rumah yang masih dalam rencana pembangunan.

Perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan konsumen dan pengembang
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bertujuan untuk keamanan kepentingan masing-masing. Perjanjian pengikatan jual
beli disebut juga perjanjian pendahuluan atau perjanjian sebelum jual beli
perumahan.

Adanya hubungan hukum antara konsumen dan pengembang dalam PPJB
perumahan, dapat dilihat dari adanya ikatan dari pengembang untuk melakukan
suatu prestasi menjual rumah pada konsumen dan adanya kewajiban dari
konsumen untuk membayar rumah tersebut sesuai yang diperjanjikan. Dengan
kata lain PPJB merupakan suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak untuk
melaksanakan prestasi masing-masing di kemudian hari, yaitu jual beli perumahan
apabila bangunan telah jadi.

Namun dengan PPJB kedudukan konsumen perumahan semakin lemah
dalam hukum, karena hal-hal yang termaktub dalam PPJB tidak memberikan
perlindungan hukum pada konsumen perumahan. Hal ini terjadi karena PPJB
merupakan bentuk kontrak standar yang pembuatannya dilakukan oleh
pengembang saja atau sepihak. Kenyataan ini bukan asing lagi bagi konsumen
perumahan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena kebutuhan
perumahan adalah vital sehingga mercka harus melaksanakan pasal-pasal dalam
PPJB tersebut.

a. PPJB sebagai kontrak standar

Untuk efisiensi hubungan maka pengembang menciptakan formulir

standar yang mengikat (standar form contract) atau kontrak standar atau

perjanjian baku yang mempunyai pengertian sebagai berikut : °

® Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka Hukum Bisnis, bandung, 1994, hal. 47.
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1) Menurut Hondius
“Standard  voor  waarden zinj schrifselike concept bedingen
welkonjkopomtonder order handelingen ontretnum in hood opgenpmen te
worden in een gewoon lijk on hepaldaental nagte sluiten overeenkomst van
bepaald and” (konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan
isinya dan hanya dituangkan ke dalam signal perjanjian tidak tertulis yang
sifatnya tertulis).

2) Menurut Droog Lever Forluijin
“Contracten waar van een belong rijk deel van de inhoold word bepaald door
cen vast semen stel van contracts bedingen” (perjanjian yang bagian
pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian).

3) Menurut Sutan Remi Syahdeini
“Perjanjian hampir seluruh klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan
pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk menudingkan atau
meminta bayaran™.

Dari beberapa pendapat pakar hukum atas pengertian perjanjian baku,

maka menurut pendapat saya, bahwa perjanjian baku atau kontrak standar

memiliki ciri-ciri yaitu :

a. Meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak untuk membayar ganti
rugi kepada pihak lain.

b. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat.

¢. Pihak yang lemah sama sekali tidak ikut memasukkan isi perjanjian.

d. Terdorong untuk kebutuhan pihak lemah terpaksa menerima.

e. Disiapkan terlebih dulu secara massal.

Jadi kontrak standar adalah bentuk perjanjian antara dua pihak yang
mengikatkan diri untuk melakukan prestasi. Menurut pasal 1313 BW suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana seorang atau lebih mengikatkan
dirinya pada satu orang lain atau lebih. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata terdapat 4 syarat sah untuk suatu perjanjian yang termuat dalam pasal

1320 BW antara lain ;
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Kesepakatan

Maksudnya kedua belah pihak harus setuju, mengenai hal-hal yang
dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain atau
adanya hubungan timbal balik.

Kecakapan

Cakap hukum berarti telah mempuyai hak untuk melakukan perbuatan hukum
atau dapat dikatakan dewasa dan sehat pikiran. Arti dewasa termuat dalam
pasal 330 (1) BW yaitu seorang yang telah mencapai umur 21 tahun dan atau
telah kawin.

Obyek tertentu

Adalah hal yang menjadi obyek dalam perjanjian.

Causa yang halal

Artinya bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan
kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang ada.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian menurut kitab Undang-

Undang Hukum Perdata antara lain :’

a.

Asas konsensualisme, yang berdasar pada pasal 1320 (1) yaitu kesepakatan.
Kesepakatan atau konsensus merupakan hal pokok dalam perjanjian, karena
perjanjian tersebut lahir dengan adanya kata sepakat atau dengan biasanya
disebut perjanjian obligatoir.

Asas kebebasan berkontrak, dengan dasar pasal 1338 (1) mempunyai
pengertian memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat perjanjian
dengan bentuk atau format apapun baik tertulis atau lisan, scripters atau
paperless, otentik atau non otentik dan sebagainya serta dengan subtansi atau
isi perjanian yang diinginkan para pihak.

Asas daya mengikat perjanjian, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah
mengikat para pihak sebagaimana undang-undang sebagaimana pasal 1338 (1)

" A. Yudha Hernoko, Yundika, /nterprezasi dar Reorieritasi Hiekwm Perjanjiarr,, 2002, hal 547.
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d. Asas itikad baik, menurut 1338 (3) bahwa semua perjanjian harus dibuat
dengan itikad baik para pihak.

Keberadaan kontrak standar semakin tidak menghiraukan asas kebebasan
berkontrak, karena dalam kontrak standar terdapat dominasi kepentingan pihak
pengembang dalam 1si perjanjian sehingga asas kebebasan konsumen perumahan
terabaikan.

Sedangkan kebebasan berkontrak dalam kontrak standar semakin tidak
mempunyai batasan karena terdapat klausula pengecualian dalam kontrak standar
perumahan tersebut, misalnya :°
1) Meniadakan tanggung jawab pengembang dalam hal terlambat menyerahkan
bangunan, akan tetapi bila konsumen terlambat membayar uang muka dikenai
denda.

2) Membebaskan pengembang dari klaim atas kondisi bangunan yang melampaui
batas 100 hari sejak serah terima bangunan. Padahal dalam waktu 100 hari,
tentu saja belum terdapat kerusakan bangunan.

Praktek “ standaard contact “ menggambarkan bahwa, pihak debitur telah
secara terpaksa menerima syarat-syarat perjanjian yang tercantum di dalamnya.
Syarat-syarat yang sudah tercetak dalam model “ Standaard contract * itu telah
merupakan rintangan psikologis bagi debitur untuk mengusulkan perubahan. Isi
perjanjian atau klausula yang tercantum di dalam “ standaard contract “ pada
hakekatnya merupakan ketentuan di dalam hak-hak istimewa bagi pengusaha yang
menawarkan kontrak standar. Keadaan mana memberi peluang bag1 pengusaha
untuk melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap pihak lawan.”

b. Anatomi PPJB

PPJB sebagai dokumen dalam pembelian rumah dianggap konsumen
sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen, karena PPJB merupakan
perjanjian pengikatan antara keduanya sehingga terdapat kewajiban pengembang

untuk melaksanakan pembangunan perumahan. Namun persepsi tersebut saat ini

adalah salah, karena dengan PPJB pengembang memuat klausula vyang

® Yusuf Shofie, Op.Cit., hal. 83
® Henry Panggabean, Penyalahgunaan Keadaean (mishruik van omstandigheden) Sebagai Alasan
Baru Untuk Pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 74
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menguntungkannya. Berikut adalah substansi yang pada umumnya dijumpai

dalam klausula-klausula PPJB sebagai berikut : "

| NO.

|

 SUBSTANSI PENGATURAN

KETERANGAN

| 1.

' Nama kontrak
|

Sebutan yang digunakan
pengembang terhadap PPJB,misal:
Perjanjian Pendahuluan.Perjanjian
Akan Jual Beli, dan sebagainva

[}

( Obyek yang diperjual belikan
l

Barang atau obyek yang dibeli oleh
konsumen (rumah,toko,sarusun
atau apartemen)

: Komponen Nilai Jual
l
|

|

Apa saja yang termasuk dalam nilai
jual (harga jual) yang dibayar
konsumen (missal: |
rumah/sarusun/apartemen  berikut |
penyediaan fasilitas-fasilitas |
seperti: air |
minum,listrik, AC,angkutan dan |
lain-lain.

| Cara pembayaran

|
Mekanisme  atau  tata carai
pembayaran nilai jual/harga jual |
|'

|

rumah atau sarusun/apartemen
(tuani,angsuran.fasilitas
KPR/KPA)

. Lokasi pembayaran

Tempat dimana konsumen dapat
| melakukan transaksi pembayaran
| harga/nilai jual (di  kantor
pengembang, transfer di bank, dan
sebagainya.

rumah atau sarusun/apartemen

Lamanya penyelesaian bangunan | Waktu

yang diperlukan bagt
| pengembang untuk menyelesaikan
' banguan (3 bulan; 3-6 bulan; 6-9
bulan; 9-12 bulan;, lebih dari 12
| bulan)

Masa pemeliharaan bangunan

l

\

Waktu vang diperlukan bagi
pengembang untuk melakukan
' pemeliharaan rumah atau
| sarusun/apartemen setelah serah (3
' bulan; 3-6 bulan; 6-9 bulan; 9-12
bulan; lebih dari 12 bulan)

Tenggang pengajuan komplain

| Jangka waktu untuk mengajukan
| komplain kondisi bangunan setelah

" Yusuf Shofie, Op.Cit., hal. 85
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serah terima (ada atau tidak; jika
ada berapa lama)

9. | Penilai mutu | Pihak-pihak yang berhak menilai
| mutuw/kondisi bangunan
| (pengembang, konsumen,

appraisal, pemerintah/departemen
i atau dinas dari pemerintah daerah

|
|
|
|
| setempat)

l

¢. Kewajiban Kontraktual Pihak dalam Pre Project Selling
Sistem pemasaran Pre Project Selling melahirkan PPJB dalam Penjualan
Perumahan. Para pihak dalam PPJB terjadi antara pihak konsumen atau pembeli
dan perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman atau pengembang atau
pengembang atau penjual. Obyek PPJB yakni :
1) Luas bangunan rumah disertai dengan gambar arsitektur, gambar denah, dan
spesifikasi teknis bangunan.
2) Luas tanah, status tanah, beserta segala perizinan yang berkaitan dengan
pembangunan rumah dan hak-hak lainnya.
3) Lokasi tanah dengan mencantumkan nomor kapling, rincian wilayah desa atau
kelurahan dan kecamatan.
4) Harga rumah dan tanah, serta tata cara pembayaran yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak.
PPJB diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
09/KPTS/M/1995 tentang PPJB perumahan. Pada dasarnya kewajiban yang
terjadi pada masing-masing pihak kurang lebih sama dalam jual beli rumah bukan

dari pengembang. Adapun kewajiban kontraktual PPJB sebagai bentuk sistem
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pemasaran Fre Project Selling terbagi dalam dua kewajiban yaitu kewajiban

penjual dan kewajiban pembeli.

Sama halnya dengan perjanjian perdata lain yang memuat hak dan
kewajiban para pihak, maka dalam PPJB termuat kewajiban penjual. dalam hal ini
pengembang dalam PPJB adalah :

1) Melaksanakan pendirian bangunan sesuai waktu yang telah diperjanjikan.

2) Menyelesaikan pendirian bangunan dan menyerahkan tanah bangunan rumah
tepat waktu seperti yang diperjanjikan pada pembeli, kecuali karena hal-hal
memaksa (force majeure) yang diluar kemampuan penjual.

3) Penjual dalam melakukan PPJB rumah wajib memiliki :

a) Surat 1jin persetujuan prinsip rencana proyek dari pemerintah daerah
setempat dan surat ijin lokasi dari kantor pertanahan kabupaten /
kotamadya.

b) Surat keterangan dari kantor pertanahan kabupaten / kotamadya, bahwa
yang bersangkutan (pengembang) telah memperoleh tanah untuk
pembangunan perumahan.

¢) Surat ijin mendirikan bangunan.

4) Mengurus pendaftaran perolehan hak atas tanah dan bangunan rumah, seketika
setelah terjadinya pemindahan hak atas tanah dan bangunan rumah atau jual
beli rumah dihadapan PPAT.

5) Apabila penjual lalai untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tepat

waktu maka ia harus membayar denda keterlambatan sebesar 2” (dua
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perseribu) dari jumlah total harga tanah dan bangunan rumah untuk setiap hari

keterlambatannya.

Apabila penjual melalaikan kewajibannya untuk pengurusan pendaftaran

perolehan hak atas tanah dan bangunan rumah, maka pembeli mempunyai hak

untuk mengurusi dan menjalankan tindakan yang berkenaan dengan pengurusan

pendaftaran perolehan hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut kepada

instansi yang berwenang.

Sedangkan kewajiban pembeli atau konsumen dalam PPJB adalah :

1)

\ ’

3)

4)

Membayar jumlah total harga tanah dan bangunan rumah yang telah disetujui,
beserta segala pajak dan biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat
adanya pengikatan jual beli rumah dengan tata cara pembayaran yang
disepakati bersama.

Membayar biaya pembuatan akta notaris, pengikatan jual beli rumah, biaya
pendaftaran perolehan hak atas tanah atas nama pembeli, sedangkan biaya
pengurusan sertifikat ditanggung oleh penjual.

Apabila pembeli lalai membayar angsuran harga tanah dan bangunan rumah
pada waktu vyang telah ditentukan maka, dikenakan denda keterlambatan

sebesar 2 "%

(2 per seribu) dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo untuk
setiap hari keterlambatan.
Apabila pembeli lalai membayar angsuran harga tanah dan bangunan rumah,

segala pajak, serta denda dan biaya-biaya lain yang terutang selama 3 kali

berturut-turut maka, pengikatan jual beli rumah dapat dibatalkan secara
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sepihak dan segala angsuran dibayarkan kembali dengan dipotong biaya

administrasi oleh penjual.

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ... HENY SULISTYORINI




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 111
PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN DALAM

SISTEM PEMASARAN PRE PROJECT SELLING

1. Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen sebagai suatu subsistem hukum nasional
tercermin dari rumusan-rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK), antara lain sebagai berikut :

“.... Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi
landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan
konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen... ... ... ... . ..
Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang
baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi
konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Perlindungan
Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat
penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen™

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen
memberikan konsekuensi berupa sanksi pidana, sanksi perdata juga sanksi
administratif yang dipandang sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi
dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut, yang secara khusus
dirumuskan dalam hak-hak konsumen sebagaimana termuat dalam pasal 4
UUPK.

Ketentuan tentang hak-hak konsumen tersebut apabila diproyeksikan ke
dalam hak konsumen perumahan maka terdapat hak-hak antara lain -

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

28
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b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan:;

¢. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif’

g hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Adanya sanksi perdata dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen antara lain :
Pertama, pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan pelaku usaha bertanggung
Jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan. Berkaitan dengan perlindungan konsumen perumahan dalam
pasal ini, maka pengembang selaku pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan rumah.
Kedua, pasal 18 ayat (3) UUPK bahwa setiap klausula baku yang telah
ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenubhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal
demi hukum. Kontrak standar yang memuat klausula baku dalam Perjanjian

Pengikatan Jual Beli Perumahan oleh pengembang, terkadang tidak memenuhi

unsur keseimbangan atau balance sehingga menguntungkan pihak pengembang
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selaku pembuat kontrak. Untuk itu sesuai pasal di atas seharusnya kontrak
standar yang melanggar ketentuan pasal ini keberlakuannya batal demi hukum.

Sanksi Pidana terdapat dalam pasal 62 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen ditujukan pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan antara lain :
Pertama, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal
15, pasal 16, pasal 17 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Kedua, pasal 18 tentang pencantuman klausula baku.
Maka pelaku usaha yaitu pengembang diancam dengan sanksi pidana berupa
pidana penjara atau pidana denda.

Sanksi ~ Administrasi  juga termuat dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, yaitu terdapat dalam pasal 60 UUPK bahwa pelaku
usaha dapat dijatuhi sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi atas
pelanggaran ketentuan pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, pasal
26 tentang tanggung jawab pelaku usaha.
2.Sengketa Perumahan

Suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan
menjadikan timbulnya sengketa. Sengketa Perumahan dapat timbul dari pihak
konsumen ataupun pihak penjual atau pengembang. Kedua belah pihak
mempunyai kesempatan yang sama untuk menimbulkan sengketa.

Dari sisi pembeli, mempunyai anggapan bahwa kurang kuatnya perlindungan
hukum terhadap konsumen menjadi penyebab utama terjadinya sengketa.

Pengembang selaku pelaku usaha perumahan mempunyai kedudukan yang lebih

kuat baik dalam masa pemasaran sampai pada jual beli perumahan tersebut.
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Sistem pemasaran yang dipakai oleh kebanyakan pengembang selaku pelaku
usaha adalah menggunakan brosur tanpa keterangan yang jelas tentang identitas
legal pihaknya dalam membangun serta memasarkan perumahan, yaitu mengenai
pengembang yang mempunyai izin pembangunan rumah yang boleh menawarkan
atau menjual perumahan.

Juga dalam jual beli perumahan tersebut pengembang memegang peranan
kuat dalam pembuatan kontrak, yaitu point-point yang terkandung dalam kontrak
yang biasanya disebut kontrak standar. Hal lain yang sering terjadi adalah
pengembang atau penjual membatalkan jual beli dengan alasan tidak memperoleh
izin lokasi untuk pembangunan perumahan, serta tentu saja tidak mengembalikan
uang muka yang telah dibayarkan oleh pembeli padanya.

Dari sisi penjual, mempunyai anggapan bahwa apabila penjual melakukan
pembangunan perumahan terlebih dahulu kemudian melakukan pemasaran, maka
dari segi ekonomis sangat tidak efisien. Apalagi ketika pembeli tidak mau
membeli rumah yang telah dibngun tersebut, dan memilih untuk dibanguan sesuai
dengan keinginannya tentu saja sangat merugikan pen gembang,

Hal lain yang sering terjadi pembeli meminta kembali separuh atau sebagian uang
muka yang telah dibayarkannya untuk pembatalan.

Untuk itu agar tidak terjadi sengketa baik dari sisi penjual maupun
pembeli, maka kedua belah pihak dapat berpedoman pada pasal 1464 BW, yang
menyatakan “ Jika pembelian dibuat dengan memberikan uang panjar tak dapatlah
salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau

mengembalikan uang panjarnya”.
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3. Tanggung Gugat Pengembang
a. Kesalahan Pengembang

Beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pengembang yang
memmbulkan sengketa antara lain :
a. Pengembang belum mempunyai izin lokasi tanah untuk pembangunan
perumahan, padahal ia sudah melakukan pemasaran bahkan perjanjian
pendahuluan atau PPJB dengan konsumen.
b. Sebaliknya, bahwa pengembang sudah memiliki izin lokasi tanah untuk
pembangunan perumahan tetapi ia tidak membatasi jumlah konsumen
dengan tipe rumah yang berbeda, sehingga pengembang membangun
rumah tidak sesuai dengan luas yang tertera di brosur untuk memenuhi
kebutuhan.
¢. Pengembang membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak, karena
sedikitnya konsumen schingga ia enggan membangun perumahan karena
rugi.
d. Pengembang hanya bertujuan mengelabui  konsumen dengan
memanfaatkan brosur pemasaran dengan menyebutkan lokasi dan
bangunan fiktif atau adanya itikad tidak baik.
b. Dasar Gugatan oleh Konsumen

Segala bisnis tentunya tidak lepas dari sengketa, sama halnya dengan
bisnis perumahan. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan dalam sengketa,
mempunyai alasan untuk memperoleh haknya dengan cara melakukan gugatan ke

Pengadilan. Alasan atau dasar gugatan oleh konsumen antara lain :
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a. Wanprestasi,
Ingkar janji atau wanprestasi oleh pengembang terhadap kontrak adalah yang
sering menjadi alasan utama gugatan oleh konsumen. Pelanggaran suatu
kewajiban (wanprestasi) menciptakan bagi debitur yang lalai suatu perikatan
untuk membayar ganti rugi sebagaimana dijelaskan pasal 1243 BW.
Akan tetapi perikatan untuk membayar ganti rugi mempunyai sifat subsidair,
sejauh selalu didahului oleh pelanggaran pemenuhan perikatan (yang
primair)."

b. Perbuatan Melanggar Hukum.
Pelanggaran suatu kewajiban yang tidak berdasar dari perikatan menimbulkan
perbuatan melanggar hukum, sesuai pasal 1365 BW.
Kewajiban membayar ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum
dikualifikasikan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu perikatan. Tetapi
perikatan ini bersifat primair karena tidak didahului oleh pelanggaran suatu
perikatan, melainkan pelanggaran suatu kewajiban yang tidak obligatoir. ">

Perbuatan melanggar hukum adalah : berbuat atau tidak berbuat yang (1)

melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban umum pelaku;

atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan

yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang

orang lain.

]’; Nieuwehuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Terjemhan Djasadin Saragih, Unair, 1985, hal 117
Ibid, hal 117
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Adapun syarat-syarat seseorang bertanggung gugat berdasarkan atas
kerugian orang lain berdasar pasal 1365 BW, jika :
I. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum

(perbuatan melanggar hukum) ;

b

Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal) ;
3. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan) ; dan
4. Norma yang dilanggar mempunyai “ strekking ™ untuk mengelakkan
timbulnya kerugian (relativitas).
Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2186 K/Pdt/1999, tanggal 2
Januari 2003 bahwa cacat tersembunyi oleh pengembang dalam melakukan jual
beli perumahan pada konsumen, maka perbuatan tersebut adalan termasuk

perbuatan melanggar hukum.

Berbagai alasan gugatan sebagaimana dijelaskan di atas, namun dalam
bisnis perumahan yang sering terjadi adalah alasan pada point a dan b penjelasan
di atas. Namun kedua alasan tersebut biasanya dilakukan oleh pengembang
sebagai pelaku usaha penjualan perumahan, schingga jelas kalau kedudukan
konsumen perumahan adalah lemah.

4. Upaya Hukum Dalam Sengketa Perumahan
a. Secara Non Litigasi

Upaya perlindungan atas wanprestasi pengembang dengan cara Non

Litigasi sesuai pasal 44 (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8

Tahun 1999,
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Salah satu proses penyelesaian sengketa yang dikenal dengan istilah
Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) atau vang lebih dikenal
dengan istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR) memberikan beberapa
keuntungan antara lain :”*

1. Sifat Kesukarelaan dalam proses, karena para pihak percaya bahwa ADR
memberikan jalan keluar yang potensial untuk menyelesaikan masalah lebih baik
daripada proses litigasi.

2. Prosedur yang cepat dalam ADR karena memilki sifat kurang formal, sehingga
syarat-syaratnya dapat dinegosiasikan.

3. Prosedur ADR bisa memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besar bagi
setiap pihak.

4. Cara-cara penyelesaian sengketa MAPS menghasilkan kesepakatan yang
dinegosiasikan yang memperhatikan kebutuhan para pihak yang terlibat, lebih
Jauh mampu mempertahankan hubungan kerja.

Menurut William Ury (1993) menyatakan ada tiga faktor utama yang
mempengaruhi proses penyelesaian sengketa :'*

a. Faktor Kepentingan (interest)

Adanya kepentingan antar pihak memberikan kesempatan untuk mencapai
kesepakatan.

b. Faktor Hak-Hak (rights)

Ada kecenderungan hak para pihak untuk dihargai untuk itu hak tersebut harus
ditempatkan pada proposisi yang benar dan harus dihormati.

c. Faktor Status Kekuasaan (power)

Tidak ada niat untuk saling memojokkan satu sama lain dalam pencarian
kesepakatan tersebut.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitase dalam bisnis bukanlah
hal yang istimewa. Arbitrator bertindak sebagai pemutus sehingga keputusan ada

di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keputusan bersifat final dan

mengikat para pihak serta tidak ada upaya banding dan kasasi.

13 Zaidun, Penyelesaian Sengketa Alternatif, S1 Hukum Unair, 1X, 2003, hal. ]
' Zaidun, Ibid, hal.1
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Dalam keputusan Menpera No. II/KPTS/1994 tentang Pedoman
Pengikatan Jual Beli bahwa perselisihan dapat diselesaikan menurut aturan
tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan biaya yang
ditanggung oleh para pihak. Akan tetapi, institusi arbitrase bukan satu-satunya
jalan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Masih banyak alternatif
penyelesaian sengketa di luar. Agar dapat menjadi badan penyelesaian sengketa
yang ampuh, Arbitrase seharusnya menganut beberapa prinsip sebagai berikut :°

1. Efisien
Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-badan peradilan
umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam
waktu dan biaya.
2. Accebillitas
Arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat.

3.Proteksi Hak Para Pihak

Terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk mendatangkan saksi
ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapat perlindungan yang
wajar.
4. Final and Binding

Keputusan Arbitrase haruslah final and binding kecuali memang para
pihak tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan
dengan * due process “
5.Fair and Just

Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya.
6.Sesuai Dengan Sence of Justice Dari Masyarakat

Dengan demikian akan lebih terjamin unsur “ deterrant” dari si pelanggar,
dan sengketa akan dapat dicegah.
7.Credibilitas

Para arbiter dan badan Arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang
yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

tahap-tahap dalam penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut :

" Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 93
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Tahap Pertama : Pertemuan langsung para pihak dan putusan harus sudah
diambil dalam waktu 14 hari sejak dimulainya penyelesaian sengketa.
Tahap Kedua : Penunjukan penasihat ahli atau mediator oleh para pihak dan
dengan kurun waktu yang sama yaitu 14 hari sejak penunjukkannya mereka harus
sudah mengambil keputusan.
Tahap Ketiga . Penunjukkan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga
penyelesaian sengketa, dalam waktu 7 hari mediator tersebut harus sudah mulai
bekerja. Dan putusan mediator harus dalam kurun waktu 30 hari.
Tahap Keempat : Penyelesaian oleh lembaga arbitrase atau oleh arbitrase ad
hoc selama 180 hari sejak arbitrater terbentuk.
b. Secara Litigasi

Merupakan pilihan kedua setelah non litigasi ditolak sesuai pasal 45 (1) jo
pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sedangkan berdasar pasal 123 HIR bahwa dalam Gugatan ganti rugi maka
konsumen harus membuat surat kuasa khusus pada pengacara untuk kemudian
diajukan ke Pengadilan Negeri, langkah ini tidak efisien.

Gugatan yang sering kali dilakukan oleh konsumen adalah gugatan class
action'® yang mana gugatan tersebut dilakukan oleh wakil dari sekumpulan atau
kelompok konsumen yang dirugikan produsen dengan pembuktian terbalik

sebagaimana pasal 20 jo 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

' Class Action menurut Perma 1 7ahun 2002 adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam
mana satu orang ataw lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri
mereka sendiri sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki
kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dari anggota kelompok dimaksud.
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Perlindungan Konsumen. Tanggung gugat dalam hukum konsumen sering disebut
dengan istilah product liability.

Product Liability menurut Saragih bahwa yang dipertanggung gugatkan
oleh produsen adalah produk-produk yang cacat (defective product). Sedangkan
kerugian yang dimaksud cacat fisik (personal injury) atau kerugian finansial
(damage to property), atau mungkin kedua-duanya secara kumulatif Kaitan
antara kerugian konsumen dengan product liability , kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi suatu produk mengakibatkan terjadinya tanggung gugat oleh
produsen (product liability). '’

Pemahaman terhadap batasan product liability berikut elemen-elemennya
dikaitkan tanggung gugat dalam pembangunan dan penjualan perumahan. Dalam
hubungannya dengan professional supplier, pihak yang bertanggung gugat apabila
timbul kerugian pada konsumen adalah pengembang sebagai produsen. Namun
yang sering terjadi dalam masyarakat pengembang adalah sekaligus penjual,
dengan demkian tentu saja yang bertanggung gugat adalah pengembang itu
sendiri. Akan tetapi karena tidak menutup kemungkinan konsumen membeli
rumah dari agen penjual, maka pihak agen penjual juga merupakan pihak yang
dapat disertakan sebagai pihak yang bertanggung gugat. Ketentuan yang berlaku
adalah tanggung gugat renteng (joint liability). Adapun tahap dalam melakukan
pembelaan hak melalui media litigasi terbagi menjadi tiga tahap yaitu sebagai
berikut :'"*

1. Sebelum Aksi Hukum

Menurut Soebekti untuk dapat melakukan gugatan sesuai dengan prosedur

formal, maka harus dengan bantuan hukum. Untuk itu para kuasa hukum yang

"7'Y. Sogar Simamora, Op. Cit., hal. 134
" Yusuf Shofie, Op.Cit., hal 308
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bekerja di organisasi konsumen yang bertindak sebagai kuasa hukum konsumen
yang telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, baik sebagai pengacara atau advokat berhak melakukan pembelaan
hak kliennya dalam hal perlindungan konsumen.

Atas permohonan konsumen kepada kuasa hukum tersebut untuk
memberikan bantuan hukum dalam melayangkan gugatan di pengadilan guna
kepentingan konsumen melalui surat kuasa, maka kuasa hukum tersebut
selanjutnya membuat surat gugatan dengan sebelumnya mempertimbangkan akan
hal-hal berikut :

Pertama, menggali fakta-fakta dari konsumen termasuk siapa yang terlibat dalam
permasalahan.

Kedua, mempelajari bukti-bukti yang dimiliki konsumen termasuk surat-surat
dan saksi-saksi.

Ketiga, kuasa hukum konsumen hendaknya menggali sejauh mungkin hal-hal apa
yang sudah dilakukan konsumen, misalnya menulis surat pembaca di media massa
dan sebagainya.

Keempat, menyangkut kompetensi atau kewenangan mengadili secara absolut
maupun kewenangan mengadili secara relatif.

2. Memulai Aksi Hukum

Syarat-syarat surat gugatan tidak ditentukan secara limitatif dalam
ketentuan hukum acara perdata. Kuasa hukum konsumen dalam membuat Surat

Gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :
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a. Syarat Formal, meliputi :

1. tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan |

(29

pembubuhan materai sebesar Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) sesuai

standar pembuatan perjanjian ;

(s

tanda tangan penggugat sendiri atau kuasa hukumnya.
b. Syarat Substansial, meliputi :
1. 1dentitas penggugat dan tergugat :
2. posita atau alasan-alasan yang menunjukkan perikatan bedasarkan
perjanjian atau perbuatan melawan hukum guna mengajukan tuntutan
3. petitum atau hal-hal yang dimohonkan penggugat untuk diputuskan
hakim.

Pengaruh aspek pembuktian dalam keberhasilan gugatan ganti rugi yang
diajukan konsumen sangat penting, namun hal tersebut tergantung dari cukupnya
alat bukti yang tersedia dan tata cara pembuktiannya. Sistem Hukum Acara
Perdata Indonesia pasal 1865 BW sebagai sumber utama tata cara pembuktian
menentukan * Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak,
atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun suatu hak orang lain, menunjuk
pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa
tersebut .

Pembuktian menurut pasal ini adalah kewajiban penggugat, namun hal ini
tidaklah mudah bagi konsumen dalam melakukan gugatan atau dengan kata lain ia
bertindak selaku penggugat harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya

timbul akibat produk cacat yang dihasilkan produsen. Sangatlah tidak mungkin
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apabila konsumen perumahan selaku pengugat harus membuktikan bahwa produk
rumah yang dihasilkan pengembang cacat konstruksi maupun desain.

Atas dasar itulah suatu pemikiran akan pembuktian oleh konsumen
berubah menjadi beban pembuktian terbalik dengan pertimbangan siapa di antara
para pihak yang secara obyektif paling mudah membuktikan. Asas Pembuktian
Terbalik termaktub dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang memaparkan :

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti
rugi sebagaimana dimaksud pasal 19 (atas kerusakan, pencemaran, dan atau
kerugian akibat mengkonsumsi barang produsen), pasal 22 (dalam kasus pidana
seperti unsur kesalahan atas iklan, pelanggaran akan pelaksanaan impor barang)
dan pasal 23 (tidak memberi tanggapan atas pelanggaran) merupakan beban dan
tanggung jawab pelaku usaha.

4. Alternatif Perlindungan Konsumen Perumahan oleh Pengembang

Beberapa peristiwa yang selalu memojokkan pengembang selaku
pelaku usaha perumahan, memberikan akibat penurunan kepercayaan oleh
konsumen terhadap pengembang. Kasus-kasus yang terdapat dalam masyarakat
atas tindakan beberapa pengembang yang tidak bertanggung jawab, misalnya
pengembang fiktf, iklan yang menyesatkan, wanprestasi dan masih banyak
lagi permasalahan yang menyudutkan pengembang.

Kenyataan seperti ini sangat merugikan pengembang lain yang
bertanggung jawab dan melakukan kewajiban sesuai prosedur, karena
berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap pengembang menjadikan
pengembang sangat sulit mencapai target pemasaran semaksimal mungkin.
Meskipun keadaan ini tidak dapat dihindari pengembang bijak, akan tetapi

Real Estate Indonesia hendaknya mencari solusi atas permasalahan ini.
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Menurut saya, untuk mengembalikan kepercayaan konsumen meskipun
itu tidaklah mudah akan tetapi dengan dua alternatif cara berikut diharapkan
dapat mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap pengembang. Alternatif
Jjalan keluar untuk menumbuhkan kepercayaan pada konsumen selebihnya saya
jabarkan sebagai berikut ini.

a. Sistem Jaringan Pemasaran melalui Internet

Pemasaran Perumahan melalui media cetak berupa brosur bagi
konsumen perumahan kurang memberikan informasi yang cukup, atau bahkan
kurang jelas. Brosur sebagai media pemasaran perumahan sampai saat ini
masih digunakan oleh pengembang dalam mengenalkan produk perumahannya,
karena memang pengembang sering memberikan pernyataan atau informasai
yang menyesatkan dalam brosur tersebut atau yang sering disebut misleading
information.

Salah satu informasi yang sering digunakan pengembang adalah
mengenai bangunan, bahwa gambar bangunan yang terdapat dalam brosur
tersebut sebenarnya hanyalah kerangka atau gambaran saja jadi belum
dibangun, pemasaran tersebut disebut sistem Pre Project Selling.

Dalam pemasaran dengan brosur lebih banyak memberikan
keuntungan pada pengembang, karena tanpa harus memberikan informasi atau
data tentang dirinya meliputi Surat Izin Usaha dan sebagainya. Hal ini sangat
merugikan konsumen yang ingin mengetahui informasi lebih mengenai
perumahan tersebut, dan lagi konsumen tidak dapat mengetahui akan

keberadaan atau eksistensi pengembang tersebut.
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Tanpa dicantumkan Surat lzin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan
Perumahan dan dokumen lainnya yang melambangkan keeksistensian
pengembang, maka sangat memungkinkan sekali bagi pengembang fiktif untuk
turun tangan berpartisipasi dalam penipuan terhadap konsumen perumahan.
Kurangnya sanksi yang tegas akan permasalahan ini menjadikan hal ini sudah
menjadi kebiasaan.

Untuk itu perlu diperhatikan perlindungan konsumen perumahan
melalui perubahan sistem jaringan pemasaran menggunakan media brosur ke
dalam sistem jaringan pemasaran melalui internet. Dalam sistem pemasaran
perumahan melalui internet sangat memberikan keuntungan pada konsumen,
karena dalam sistem pemasaran ini pengembang dapat mencantumkan Surat
Izin Usaha serta Izin-Izin lain yang melambangkan keberadaannya.

Adapun keuntungan yang diperoleh konsumen perumahan dengan
sistem pemasaran melalui internet ini antara lain :

I. Jasa konsultasi cuma-cuma dalam pembelian rumah meliputi Kredit
Pemilikan Rumah, Izin Mendirikan Bangunan, Legalitas dan sebagainya
yang kesemuanya diperoleh secara cuma-cuma.

2. Konsumen dapat langsung membuktikan legalitas pengembang dengan
melihat dalam Undang-Undang yang terdapat dalam internet, apakah telah
sesual atau juga dapat membuktikan dalam daftar pengembang melalui
internet.

3. Layanan ini berdampak pada efisiensi waktu, karena konsumen tidak usah

susah-susah datang pada pameran perumahan.
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Keuntungan akan sistem jaringan pemasaran melalul internet tidak
hanya dirasakan oleh konsumen perumahan saja, akan tetapi juga didapatkan
oleh pengembang selaku penjual yaitu :

1. Keuntungan Finansial

Memberikan komisi dan insentif penjualan dengan nilai tinggi, karena
efisiensi biaya..

2. Keuntungan Fasilitas

Memberikan fasilitas operasional, seperti; kantor, telepon, pemasaran
on line yang memberikan perlindungan prospek yang sangat menguntungkan
tanpa harus menyewa stand dalam pameran perumahan.

3. Pengembangan Diri

Menyangkut product knowledge, dasar-dasar sistem pemasaran
tersebut bahwa konsumen melalui internet tidak terbatas seperti halnya dalam
pameran perumahan.

b. Pembangunan Perumahan Sistem Cluster

Kendala terbesar yang dihadapi pengembang dalam memasarkan produk
perumahannya adalah keadaan perekonomian yang belum menggembirakan,
karena hal itu sangat terkait dengan masyarakat. Selain itu faktor lain yang
menjadi kendala dalam pemasaran perumahan adalah faktor keamanan khususnya
bisnis rumah mewabh.

Karena keadaan negara yang kurang stabil keamanannya seperti saat
sekarang, menjadikan masyarakat menengah ke atas enggan invest di dalam

negeri dan mereka memilih bertempat tinggal di luar negeri. Akan tetapi bisnis
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perumahan menurut Yan Mogi, Real Estate Indonesia (REI) merupakan bisnis
propertt yang paling potensial. Hal ini dikarenakan sektor perumahan tidak
mempunyai pasar tersendiri, artinya ia diterima di semua kalangan masyarakat. "’

Diperkirakan untuk tipe RS, RSS dan mewah, permintaan akan cukup
meningkat karena tertundanya permintaan di tahun-tahun sebelumnya. Menurut
riset yang dilakukan oleh konsultan properti Panangian Simanungkalit and
Associates (PSA) menyebutkan, total rumah yang terjual untuk tahun 2003
berjumlah 137.550 unit, meningkat dibandingakan tahun lalu yang jumlahnya
110.400 unit. Dari jumlah tersebut, penjualan rumah segmen menengah dan atas
seluruhnya mencapai 11.000 unit (athun 2002) atau sekitar 10 persen dari total
rumah.

Cerahnya pasar properti khususnya sektor perumahan, disambut oleh para
pengembang yang telah berencana untuk segera membangun rumah-rumah tipe
menengah dan atas. Optimisme tersebut bukannya tanpa alasan, karena meskipun
secara makro ekonomi Indonesia tahun lalu belum pulih dan hanya tumbuh sekitar
3,66 persen, tetapi penjualan rumah justru tumbuh dua kali lipat seesar 10 persen.

Tidak salah jika konsultan properti Panangian Simanungkalit menyebut di
sektor properti nasional terjadi apa yang disebut sebagai “anomali ekonomi™ ,
artinya properti Indonesia mempunyai sifat hidden economy vaitu ekonomi tidak
terlihat. Secara kasat mata kita saksikan, pameran properti tetap saja penuh sesak
dipenuhi pengunjung. Transaksi jual beli rumah baru terus berlangsung, seakan

tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang belum pulih. Pengalaman saya

" Harian Umum Sinar Harapan, Bisnis Perumahan Tetap Marak, 2003
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mengikuti pameran, tidak jarang untuk tipe rumah tertentu harus rela antri
menunggu rumah bisa ditempati (indent), dan rata-rata orang harus indent 3
sampai 4 bulan.

Dituntutnya pengembang untuk memberikan perlindungan pada konsumen
perumahan, maka para pengembang saat ini semakin banyak menerapkan sistem
cluster dalam pembangunan rumah. Memang dari segi biaya, perumahan sistem
cluster cukup menguras uang akan tetapi dibandingkan keuntungan dan kepuasan
yang didapatkan konsumen itu tidaklah seberapa.

Cluster memberikan sejumlah kelebihan yang sulit dijumpai pada model
perumahan biasa. Pertama, adanya taman besar dimana para penghuni cluster
dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan seperti pesta barbeque, sebagai
taman lingkungan. Selain itu privasi bagi penghuni menjadi lebih terasa, karena
sistem cluster ini kendaraan tidak bisa seenaknya keluar masuk. Biasanya hanya
penghuni yang memiliki akses dan ada satpam atau petugas keamanan yang
menjaga.

Disamping itu dengan c/uster keselamatan anak-anak lebih terjamin
karena lalu lintas menjadi tidak ramai, polusi udara dapat ditekan, mendukung
program lingkungan karena adanya taman dapat untuk resapan air, di samping
keakraban yang semakin terjalin. Sistem cluster memiliki nilai plus, karena
dengan c/uster pembeli memiliki pilihan beragam yaitu dalam menentukan pilihan
lokasi rumah serta lahan yang akan dipilih.

Keuntungan lain dari sistem cluster adalah faktor keamanan, dengan

cluster aspek keamanan kawasan bisa dijaga karena pintu masuk dan keluarnya
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dibatasi yang berbeda dengan perumahan yang dibangun massive atau massal,
dimana akses keluar masuknya pun realatif banyak. Masing-masing cluster
memiliki satu buah gerbang masuk yang dijaga 24 jam. Kompleks perumahan
sistem c/uster mengutamakan keseimbangan antara keamanan terpadu dan

kehidupan sosialisasi yang akrab di alam yang tertata alami dan indah.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan
Dari uraian-uraian pada bab Il dan Bab II, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut

a. Faktor-faktor penyebab sengketa perumahan antara pengembang selaku pelaku
usaha atau penjual dan konsumen yaitu adanya wanprestasi dari kedua belah pihak
dan scbagainya, terutama sengketa tersebut bermula dari masalah sistem
pemasaran. Untuk itu PPJB merupakan pedoman bagi Kontrak Pengikatan Jual
Beli Perumahan.

b. Penyelesaian Sengketa Perumahan adalah dengan jalur Non Litigasi yaitu
dengan musyawarah antara para pihak untuk mencapal kesepakatan dengan
bantuan Arbitrater yang hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Sedangkan secara Litigasi dilakukan pada saat upaya Non Litigasi
tidak membuahkan hasil, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata, hal ini pula
diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¢. Altenatif Perlindunga Hukum oleh penembang selaku pelaku usaha atau
penjual perumahan adalah dengan melakukan pembangunan sistem cluster yang
sangat menguntungkan konsumen juga dengan pemasaran melalui internet 24 jam

sehingga tidak terjadi kesesatan masing-masing pihak.

48
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2. Saran.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan
sistem pemasaran Pre Project Selling, maka saran yang dapat diberikan adalah :
a. Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas dengan membentuk suatu Badan
atau Komisi untuk menindak pelanggaran yang dilakukan pengembang.
b. Badan Pengawas Pengembang yang sudah dibentuk agaknya perlu direvisi
tugas dan wewenangnya karena masih banyaknya pelanggaran meskipun ada
mereka.
¢. .Klausula Baku yang seharusnya terdapat dalam PPJB adalah klausula primer
tapi fleksibel artinya para pihak dapat menentukan klausula di luar kalusula
primer asalkan tidak bertentangan. Dan klausula tersebut dapat mencerminkan
kebebasan atau kedudukan yang seimbang bagi para pihaknya baik Hak dan
Kewajiban dan tanggung jawab terhadap resiko dan sebagainya.
d. Para pihak hendaknya lebih jeli dan teliti mengenai spesifikasi isi perjanjian,

hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisasi kendala yang akan terjadi.
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Surat Kabar :

Republika, tanggal 11 September 1995.

Sinar Harapan, tanggal 21 Februari 2002,
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LAMPIRAN

Lampiran Halaman

I. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/I /1995 fentang
Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

2. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08/KPTS/BPKP4N/1996

lentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pembangunan  Perumahan dan
Permukiman di Daerah.

!..o)

Perjanjian Pemesanan Perumahan pada Perumnas Driyorejo.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2186/Pdt/1999 pada tanggal 2 Januari
2003 tentang Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli Perumahan oleh Developer.

|
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£85I . LR, Sl - A

PERJANJIAN PEMESANAY RUMAH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu empat
yang bertanda tangan dibawah ini -

; SO S [ O : Daniel Iskandar. 8T
Jabatan : Manager Cabang Gresik
PERUM PERUMNAS Regionql VI

Berdasarkan Surat Kuasa Gensral Manager Regional Mo:Reg.VI/400/02/01 tgl 26 Pebruari 2001
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan
Nasiopal (PERUM PERUMNAS) vang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

I, . g ®» a : Anita Wuryansari
Alamat Tempat [inggal : Banyu Legi RT. 2/RW. 01 Dawar Mojokerto
Nomor XTP/ NIP / NRP : 760215550322
Pekerjaan a . : SWASTA

Oalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri'yang untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA .
Dengan ini kedua belah pihak sepakat wuntuk mengadakan perjanjian pemesanan rumah

sebanyak 1 ( satu ) unit berikut penyerahan penggunaan tanahnya dengan ketentuan -
ketentuan sebagai berikut -

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1) Perjanjian Pemesanin Rumah ini untuk sebanyak 1 ( satu ) Unit yang selanjutnya
disingkat Perjanjian, adalah Perjanjian yang mendahului Perjanjian Jual Beli Rumah
dan Penyerahan Penggunaan Tanahnya.

(2) Sesuai dengan kKetentuan dalam pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini, maka selama jangka
waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 3, kedudukan PIHAK KEDUA
adalah sebagai Calon Pembeli.

(3) PIHAK PERTAMA akan menjual kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggqup
akan membeli 1 (satu) Unit Rumah milik PIHAK PERTAMA, untuk dipergunakan sebagai
tempat tinggal PIHAK KEDUA. :

(4) Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA bersama - sama dengan Bank
Tabungan Negara ( BTN )/ Non BTN telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh
Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara ( KPR-BTN / KPR Non BTN ) maka
PIHAK KEDUA Wajib mengadakan / Menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Akad Kredit

Pemilikan Rumah (KPR) pada waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Tabungan
Negara / Non BTN.

Pasal 2
KEADAAN DAN LETAK RUMAH

eadaan dan letak rumah serta data-data sebagimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah
ebagai berikut :
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Lokasi
" Type
Luas Tanah Standart
Perkiraan Kelebihan Luas Tanah (KLT)
~ Nomor Daftar Rumah

Cabang Gresik Lok, Driyorejo
D.30/153 Paket ¢
153.00 M2
M2

12H/C - 32

isian Nomor Daftar Rumah (NDR) disesuaikan dengan bunyi pasal 5 Perjanjian ini.

Pasal 3 - i
JANGKA WAKTU PERJANJIA

ka waktu berlakunya Perjanjian ini adalah sejak ditanda tanganinya Surat Perjanjian
sanan Rumah sampai saat ini penandatanganan Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian KPR
/ KPR Non BTN dengan suku hunga 19.5% atau bunga pasar

Pasal 4
UANG PEMESANAN RUMAH DAN CARA PEMBAYARAN

Besarnya Uang Pemesanan Rumah dan Tanah adalah sebesar Harga Jual Rumah dan Tanah
dikalikan 1/3 vang muka minimum vyang ditetapkan oleh BTN / Non BTN yang harus
di bayar atau Rp. 58,500,000.00 1/3 Rp.19,500,000
Pembayaran angsuran pertama pada saat penandatanganan perjanjian ini minimal 402
( Enam puluh persen ) dari uang Pemesanan Rumah dan Tapah tersebut diatas
atau sebesar Rp 19,500,000.00 x 40 % = Rp. 11,700,000
dgngan memperhi;ungkan besarnyg Uang Tanda Jadi yang sudah diserahkan apabila ada.

Besar dan waktu pembayaran angsuran selanjutnya diatur sendiri oleh PIHAK KEDUA,
dengan catatan sisa angsuran harus sudah dilunasi pada saat terpenuhinya per -
syaratan untuk pelaksanaan KPR - BTN / KPR Non BTN.
Apabila terdapat kelebihan Luas Tanah (KLT) maka besarnya nilai Kelebihan Luas

Tanah yang harus dibayar tersebut harus sudah dilupasi pada waktuy penandatangan
perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Kredit.

Pasal 5
PEMILIHAN LOKASI

|3 PIHAK KEDUA telah membayar minimum 60% (enam puluh persen) dari Uang Pemesanan
tersebut dalanm pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dapat memilih
- kapling yang dipesan, sesuai tahapan pembancunan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.

Pasal &
PERPINDAHAN LOKASI

pabila karena sesuaty hal ( pindah tugas dan lain - lain ) calon pembeli diberj
esempatan untuk pindah lokasi pada Unit / Cabang PERUM PERUMNAS yang lain, uang
emesanan rumah vang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA tetap dapat diperhitungkan
ebagai uang pemesanan rumah pada lokasi yang baru, sepanjano ada pembangunan
umah PERUM PERUMNAS di Unit / Cabang yang diinginkan.

pabila dilokasi baru tidak ada pembangunan rumah / tersedia rumah PERUM PERUMNAS
aka dianggap mengundurkan diri.
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BMRS Lo v yiage atah s




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pasal 7
BERAKHIR DAN BATALNYA PERJANJIAN PEMESANAN RUMAH

janjian ini dinyatakan berakhir dan batal apabila :
Berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
PIHAK KEDUA meningal dunia dan tidak ada ahli waris yang berminat melanjutkan
Perjanjian ini, dalam hal ini seluruh angsuran Uang Pemesanan Rumah yang telah
dibayar dikembalikan kepada ahli waris yang sah. ‘
PIHAK KEDUA secara sepihak menyatakan mengundurkan diri atau tidak dapat / tidak
mau meneruskan Perjanjian ini sebelunm berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian ini tetapi belum melewati proses Perjanjian Jual
Beli dan Akad KPR. Dalam hal ini seluruh angsuran Uang Pemesanan Rumah yang telah
dibayar dikembalikan kepada PIHAK KEDUA, setelah dikurangi denda sesuai pasal 8
perjanjian ini.
PIHAK KEDUA, tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rumah melalui fasilitas
KPR BTN / KPR Non BTN maka permchonannya dinyatakan batal.
Dalam hal ini seluruh angsuran Uang Pemesanan Rumah yang telah dibavar di
kembalikan kepada PIHAK KEDUA.
PIHAK KEOUA tidak hadir setelah diadakan pemanggilan sebanyak 3 ( tiga ) kali ber
turut-turut dalam jangka waktu yang wajar untuk proses Jual Beli dan akad ¥KPR.
Pasal 8
SANKS I
K KEDUA dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pembeli dan dikenakan denda -
Sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk pemesan rumah Type 45 ke bawah.
Sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pemesan rumah :
= Type 45 & Type 30 Luas 153 (Khusus type dengan spec paket C BTN.)
- Type 54 Kkeatas.
dari jumlah angsuran uang muka yang telah dibayarkan, minimum sama dengan angsuran
pertama apabila perjanjian batal sesuai dengan pasal 7 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 9
BIAYA - BIAYA

meterai dan biaya - biaya lainnya apabila diperlukan untuk Surat Perjanjian ini men
beban sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Pasal 10
LAIN - LAIN

Apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi ketentuan - ketentuan vyanq tercantum dalam
Perjanjian ini secara baik, serta memenuhi syarat - syarat vang ditentukan untuk
membeli rumah PIHAK PERTAMA dengan dukungan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari
Bank Tabungan Negara BTN (KPR-BTN) / KPR Non BTN, maka PIHAK KEDUA berhak untuk
melaksanakan Akad Jual Beli Rumah dan Penyerahan Penggunaan Tanah. ‘
PIHAK KEDUA wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tentang Penghunian Rumah yang akan
diatur kemudian hari.

PIHAK KEDUA baru dapat menempati rumah yang dipesan setelah melaksanakan Perjanji-
an Jual Beli dan Akad Kredit ( KPR-BTN / KPR Non BTN ).
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Pasal 11
7T B ¢ P W A (RN [

ua belah pihak dalam Perjanjian ini telah sepakat untuk memilih tempat Kedudukan
um (domisili) di wilayah kekuasaan Pengadilan MNegeri Gresik.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAYEUR )

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Maveur) di dalam Perjanjian ini adalah
hal-hal atau kejadian-kejadian yang terjadi diluar dugaan/kemampuan para pihak dan
menurut peraturan perundang - undangan vang berlaku serta perhitungan vyang layak
berada diluar kemampuan / kekuasaan para pihak dan tidak merupakan Kkesalahan dan
atau kelalaian yang menjadi tanggung jawab para pihak yang mengacakan Perjanjian
ini yang secara langsung maupun tidak langsung menimpa atau berakibat pada obyek .
yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian ini.

Apabila selama berlangsungnya perjanjian ini terjadi keadaan memaksa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka seketika perjanjian ini demi hukum men -
jadi batal tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun dari masing-masing pihak yang
mengadakan perjanjian ini, termasuk ganti rugi maupin tun:utan-tuntutan lainnya.

Pasal 13
PERSELISIHAN

bila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan dan atau perbedaan pen
at maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan dengan musyawarah .

bila dengan musyawarah tidak tercapai hasil, maka Kkedua belah pihak sepakat untuk
2lesaikan melalui Badan Peradilan setempat. :

Pasal 14
2 T R e e >

Atas perjanjian ini berlaku pula Surat Tanda Jadi serta semua pernvataan-pernvata
an dan keterangan - keterangan yang disampaikan PIHAX KEOUA dalam mengajukan per
mohonan pembelian rumah PIHAK PERTAMA yang merupakan satu kesatuan yang tidak ter
pisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak mana
pun dan setelah dibaca serta dipahami maksudnya kemudian ditanda tangani oleh
masing-masing pihak dalam rangkap 2 ( dua ) yang keduanya dibubuhi meterai secukup
nya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Apabila masih terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, kedua
belah pihak telah sepakat, mengenai hal ini akan diatur Kemudian secara tersendiri.

OTHAK KEDUA,
) METERAI
) TEMP

(  Anita Wuryansari )

Ead'r!;ja Wicakeana
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KWITANSI

lah terima dari . Padbog funcopo
mor Daftar Rumah o/ &L 10 Type Rumah TuLp 277
amat ; 2 |ianak  s7 4

Qurabao

NG SEJUMLAH Rp.

uk Pembayaran

1.9 Mg Humah Rp. U.g00 - oo
- | Rp. | (

3. Rp )

4. Rp. ;

ILAH Rp.
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FORM - A°
!
RUM PERUMNAS KARTU
KGIONAL @ VI PEMBAYARAN PHEFANG b: e
ABANG  : DRIYOREJO UANG MUKA / KLT DLL. PR
*TAHUN : 204
0. KARTU (KPA. 1)
AMA PEMBELI : @mabule ¢ . JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR :
0. DAFTAR RUMAH @ p/zL - 1O UANG MUKA : Rpy
ALAN : : ' BIAYA-BIAYA ! Rp.
YPE RUMAH TUAY 277 KEL. TANAH : @ Rp. . Rp.
JUMLAH . RP,
b e PEMBAYARAN
MOR
URATAN TANGGAL SALDO PARAF
KWITANSI UANG MUKA (4 PR
vl 22 -0 -0y | a7l Y.¢c0 - oo '{f

alalan:

|. KARTU INI TIDAK BOLEH HILANG.

2. KARTU INI HARAP DIBAWA PADA SAAT PEMBAYARAN.

3. KARTU INI BUKAN MERUPAKAN TANDA TERIMA PEMBAYARAN.
= SKRIPSt——PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP .
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